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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, 

pengetahuan dan pemahaman, sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. 

Sampel penelitian ini sebanyak 80 responden yang merupakan pemilik usaha mikro 

kecil menengah yang berada di Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur. 

Hasil penelitian dari penelitian ini dikumpulkan melalui kuesioner yang diproses 

dan analisis dengan menggunakan uji t. Metode yang digunakan dalam penentuan 

sampel penelitian ini adalah dengan menggunakan Purposive Sampling. Uji 

kualitas data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas pearson 

correlation dan uji reliabilitas menggunakan cronbach alpha. Untuk uji hipotesis 

dalam penelitian ini menggunakan uji t. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

semua variabel berpengaruh secara signifikan seperti kesadaran wajib pajak, 

pengetahuan dan pemahaman, sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib 

pajak. 

Kata Kunci: kesadaran wajib pajak, pengetahuan, pemahaman, sanksi, 

kepatuhan, pajak 
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ABSTRACT 

This study aims to examine the effect of taxpayer awareness, knowledge and 

understanding, and sanctions on MSME taxpayer compliance. The sample of this 

study was 80 respondents who were owners of micro, small and medium enterprises 

in Suralaga District, East Lombok Regency. The research results of this study were 

collected through a questionnaire which was processed and analyzed using the t 

test. The method used in determining the sample of this study is to use purposive 

sampling. The data quality test used in this study was the validity test of the Pearson 

correlation and the reliability test using Cronbach alpha. To test the hypothesis in 

this study using the t test. The results of this study indicate that all variabels have a 

significant effect such as taxpayer awareness, knowledge and understanding, tax 

sanctions have an effect on taxpayer compliance. 

Keywords: compliance, knowledge, sanctions, taxes, taxpayer awareness, 

understanding 

A. PENDAHULUAN 

Pajak secara umum adalah pungutan atau iuran kepada masyarakat yang 

dilakukan oleh negara, bersifat memaksa, serta telah diatur oleh Undang Undang. 

Pajak tersebut dapat dipungut secara langsung serta bukan merupakan “pungli” atau 
pungutan liar, hasil pungutan yang telah didapat akan digunakan untuk membiayai 

pembangunan negara, baik di pusat maupun di daerah. (Sumarsan, 2015)  Di 

Indonesia, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama, karena sumber 

utama inilah segalam macam bentuk pajak (termasuk pajak UMKM) dipungut serta 

di manfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Di Indonesia juga, lebih dari 70% dari 

100% sumber dari seluruh pendapatan negara bersumber dari pajak, sisanya dari 

70% itu bersumber dari bea dan cukai, PNBP atau Penerimaan Negara Bukan Pajak 

atau PNBP, serta sumber penerimaan negara selain dari pajak yang sah, dengan kata 

lain, pajak di negara ini masih menjadi tumpuan utama pembangunan di segala sisi 

dan segala sektor (Prameswari, 2019). 

Sumber pendapatan negara di Indonesia berasal dari beberapa sisi, salah 

satunya dari pajak UMKM, Non Pajak dan Hibah. Tiga sumber inilah yang menjadi 

penopang penerimaan kas negara. Sumber pendapatan negara nantinya akan 

digunakan untuk membangun fasilitas dan infrastruktur umum dan juga akan 

kembali lagi untuk rakyat dalam program bantuan guna menyejahterakan rakyat 

(Aliffia, 2019). 

Negara menggunakan penerimaaan pajak untuk menopang pembangunan, 

negara juga memiliki target atau tujuan, bahwa peningkatan pemungutan pajak ke 

masyarakat akan tercapai jika muncul peningkatan atau pertumbuhan jumlah Wajib 

Pajak baru. Segala macam ikhtiar mengoptimalkan berbagai macam sumber 

penerimaan pajak tidak mungkin hanya berfokus pada peran Dirjen Pajak, tetapi 

dibutuhkan juga peran para wajib pajak itu sendiri (Huda et al., 2016). 

Besarnya peran serta fungsi pajak untuk menggerakkan sistem dan roda 

perekonomian serta proses pembangunan, pemerintah telah terus menerus secara 

berkelanjutan melakukan pembangunan, baik itu melalui perubahan sistem agar 
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terus menerus menjadi lebih baik, ataupun dengan cara perubahan atau reformasi 

dari sisi yang lain (Mory, 2015) 

Salah satu dari sekian banyak perubahan peraturan atau regulasi dari 

perpajakan tersebut adalah melakukan perubahan peraturan per UndangUndangan 

dalam hal perpajakan, tujuannya agar lebih profesional serta akuntabel. Dari 

perubahan tersebut, maka muncullah aturan tentang self assesment system, yaitu 

salah satu ikhtiar yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam bidang perpajakan serta 

melakukan reformasi atau perubahan dalam bidang perpajakan itu sendiri, atau 

peraturan tentang pemberian wewenang serta amanah kepada pengusaha kena pajak 

atau PKP untuk membayar sendiri serta melaporkan besarnya pajak yang terutang 

dan harus dibayar oleh WP atau wajib pajak itu sendiri. Sistem memungut serta 

menghitung sendiri pajak adalah sistem yang terapkan oleh pemerintah kepada 

wajib pajak dalam menghitung sendiri pajaknya yang akan dibayarkan ke negara 

(Sumarsan, 2015). Dengan demikian, penerimaan pajak sangat bergantung kepada 

kedisiplinan para wajib pajak (WP) dalam membayar pajak. 

Salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya Tax Ratio pajak di Indonesia 

adalah rendahnya pendapatan perkapita masyarakat kita, seta tingkat kepatuhan 

para ajib pajak kita yang masih rendah, baik itu wajib pajak yang pengahasilannya 

besar maupun kecil belum dilakukan dengan tranapara dan akuntable. Faktor 

rendahnya kesadaran masyarakat dalam menghitung sendiri, melaporkan 

operasioanl dari usahanya tersebut. Faktor tersebut juga karena disebabkan oleh 

ketidak tahuan masyarakat tentang aturan atau ketentuan umum dan tata cara 

perpajakan atau KUP. Persoalan tingkat kepatuhan atau tingakat kedisplinan wajib 

pajak dalam melaporkan pajaknya terus menerus terkadi dalam dunia oerjaka di 

Indonesia di Indonesia (Yadnyana & Sudiksa, 2011). Permasalahan tingkat 

kepatuhan wajib pajak menjadi permasalahan yang terus-menerus terjadi dalam 

bidang perpajakan. Di Indonesia juga tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah. 

Rendahya tingkat kepatuhan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya 

masih sangat ironis jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan usaha di 

Indonesia (Yusro & Kiswanto, 2014). 

 

UMKM  

Pertumbuhan serta peningkatan jumlah para pengusaha Mikro, Kecil dan 

Menengah (UMKM) di Indonesia mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. 

Kenaikan tersebut meningkatkan dan memberi “signal” bahwa kesadaran 
masyarakat kita secara umum mampu memberikan harapan bahwa masyarakat 

Indonesia secara umum memahami dan telah mengerti bahwa solusi untuk menjadi 

negara maju dengan pertumbuhan para pelaku UMKM perlahan telah menunjukka 

tren yang positif. Namun, dampak dari kenaikan ribuan jumlah UMKM tersebut 

tidak diimbangi tidak diikuti dengan dengan kesadaran yang tinggi oleh para 

pemilik UMKM untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya. Di 

Indonesia, begitu banyaknya jumlah usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 

dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan jumlah peningkatannya pun sangat 

signifikan, hal ini banyaknya usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Yusro 

& Kiswanto, 2014). 
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Dari sekian banyak sumber penerimaan pajak adalah pajak penghasilan orang 

pribadi yang dibayarkan oleh subjek pajak UMKM (usaha mikro, kecil, menengah) 

yang peraturan atau regulasinya sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah no 46 

tahun 2013 (Republik Indonesia & Syamsudin, 2013), Peraturan ini banyak 

mengatur tentang tarif PPh Final 1% yang ditujukan kepada Wajib Pajak pribadi 

dan badan yang memiliki penghasilan dengan omzet usaha dibawah 4,8 miliar 

dalam satu tahun. Berdasarkan Undang Undang Nomor 20 tahun 2008 (Mattalatta 

& Nugroho, 2017), UMKM adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan 

atau badan usaha yang memenuhi kriteria. Dalam Undang Undang tersebut diatur 

bahwa para pelaku UMKM diatur secara rinci dan detail mulai dari pemberitahun 

pajak yang terhutang, proses pencatatan pajak, menghitung pajak yang terutang, 

serta membayar dan melaporkan pajak yang terutang kepada Direktorat Jendral 

(Dirjen) Pajak melalui loket loket pembayaran pajak yang sudah tersebar di 

beberapa tempat, yakni Pos ataupun pihak ketiga yang telah ditunjuk oleh Ditjen 

pajak. 

Untuk memperkuat teori dalam artikel ini, maka disertakan bebrapa teori 

sebagai berikut, yakni Andriani dalam buku (Seni & Ratnadi, 2017), dijelaskan 

bahwa pajak adalah iuran yang dipungut oelh pemerintah keada masyarakat yang 

dapat dipaksakan dengan berdasarkan  Undang Undang dan tidak mendapatkan 

prestasi kembali serta langsung dapat ditunjuk dan dhasilnya digunakan untuk 

membiayai seluruh pembangunan di nusantara dan untuk membiayai semua 

pengeluaran umum yang berhubungan dengan kepentiangan negara dan 

pemerintahan 

Jadi, pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kegiatan 

memberikan sebagian harta kekayaan masyarakat kepada negara yang bersifat 

wajib serta serta dapat dipaksakan berdasarkan Undang-Undang yang hasilnya 

digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan negara dan roda pemrintahan. 

Sedangkan pajak untuk pelaku atau pelaksanaan UMKM diatur dan tertuang dalam 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas 

Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak (WP) 

(Djaman, 2018). 

Sementara aturan turunannya dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan 

(PMK) mengenai pajak UMKM. Sejak tanggal 1 Juli 2018 pemerintah 

mengeluarkan peraturan tentang tarip baru PPh Final untuk UMKM, awalnya 

UMKM dikenakan pajak sebesar 1%, tapi sekarang dipangkas menjadi 0,5% tidak 

berlaku bagi seluruh pengusaha UMKM. Adapun dari ketentuan dan peraturan yang 

cukup meringankan PP tersebut berlaku bagi pelaku usaha UMKM yang omzetnya 

dan peredaran asetnya kurang dari 4,8 M dalam satu tahun. Berdasarkan informasi 

yang dihimpun oleh DJP Kemenkeu, kegiatan atau usaha tersebut meliputi 

kegaiatan perdagangan, kegaiatan industri, dan jasa seperti misalnya toko/kios/kios 

kelontong, pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, warung/rumah makan, salon, dan 

usaha lainnya (Sumarsan, 2015) 

UMKM berdasarkan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM 

(Usaha Mikro Kecil dan Menegah) (Mattalatta & Nugroho, 2017) adalah usaha atau 

ikhtiar produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang 

memenuhi syarat atau kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Usaha 
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kecil adalah usaha atau proses bisnis yang aktif serta produktif dan berdiri sendiri, 

yang dilakukan oleh oleh orang per orang atau badan usaha yang bukan merupakan 

perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki atau dikuasai menjadi 

bagian baik langsung ataupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar 

yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud alam Undang Undang 

ini. Badan Pusat Statistik (BPS) mengelompokkan UMKM berdasarkan jumlah 

tenaga kerja. Usaha yang memiliki 1-4 orang staf atau karyawan dikelompokkan 

sebagai usaha mikro, 5-19 orang tenaga kerja sebagai usaha kecil, 20-99 orang 

tenaga kerja sebagai usaha menengah dan bila mencapai 100 orang tenaga kerja 

atau lebih digolongkan sebagai usaha besar (Syafik &    Arif, 2020). 

Kesadaran Wajib Pajak  

Kesadaran adalah unsur dalam diri manusia untuk memahami realitas dan 

bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap realitas. (Winatapura et al., 

2019). menjelaskan bahwa kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti. 

Kesadaran wajib pajak akan perpajakan adalah rasa yang timbul dari dalam diri 

Wajib Pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur 

paksaan. Dengan kesadaran pajak yang tinggi, kepatuhan wajib pajak terhadap 

kewajiban pajaknya dapat meningkat. Hal tersebut sejalan dengan penelitian 

(Suardana, 2014) bahwa kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh terhadap 

kepatuhan Wajib Pajak. 

(Irianto, 2005) menjelaskan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak 

yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak. Pertama, kesadaran bahwa 

pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. 

Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak 

dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan. Pajak disadari digunakan untuk 

pembangunan negara guna meningkatkan kesejahteraan warga negara. Kedua, 

kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak sangat merugikan negara. Wajib 

pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pajak berdampak 

pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya 

pembangunan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-

Undang dan dapat dipaksakan. Wajib pajak akan membayar karena pembayaran 

pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban 

mutlak setiap warga negara. 

Sanksi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak 

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang 

yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-Undang merupakan rambu-

rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan 

dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau 

Undang-Undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa peraturan 

perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati, dengan kata lain 

sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar 

norma perpajakan menganggap remeh dengan denda yang kecil (Lovihan, 2014). 
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Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk atau patuh 

pada ajaran atau aturan (Kemendikbud, 2020). Sedangkan menurut Gibran (2015) 

dalam (Nurul, 2013) sebagaimana yang dikutip oleh (Lovihan, 2014) kepatuhan 

adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak 

berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dalam pajak, aturan yang berlaku 

adalah Undang-Undang Perpajakan. Jadi, kepatuhan pajak merupakan kepatuhan 

seseorang, dalam hal ini adalah wajib pajak, terhadap peraturan atau Undang-

Undang Perpajakan. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat 

memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan perpajakan (Rahayu, 2010). 

B. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau factor-faktor apa saja yang 

mempengaruhi kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam 

membayar pajak, pemahaman dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan 

wajib pajak dalam membayar pajak, sanksi pajak terhadap wajib pajak dalam 

membayar pajak di Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur dengan 

populasi sebanyak 171 orang pemilik UMKM dengan 80 responden yang di ambil 

dengan menggunakan metode Purposive sampling. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif 

dengan analisis data sekunder yang memanfaatkan sumber data yang sudah ada dan 

mengolah data tersebut (Martono, 2010), obyek dalam penelitian dilaksanakan di 

Kecamatan Suralaga Lombok Timur. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dua variabel, yaitu variabel dependen (pajak UMKM) dan independen 

(UMKM). Teknik mengumpulkan data menggunakan observasi dan quesioner, 

Pemberian skor atau penilaian dalam penelitian ini menggunakan skala Likert, yaitu 

metode yang mengukur sikap dengan menyatakan setuju atau tidak setujuan 

terhadap subyek, objek atau kejadian tertentu dengan menggunakan skor 1-5. 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari penyebaran instrument penelitian yang bejudul Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak UMKM Di 

Kecamatan Suralaga. Sampel atau Responden dalam penelitian ini sebanyak 80 

yang diambil secara acak berasal dari 15 desa (Desa Tumbuh Mulia, Gerung 

Permai, Bagik Payung Timur, Paok Lombok, Tebaban, Bagik Payung, Bagik 

Payung Selatan, Anjani, Suralaga, Waringin, Kerongkong, Dames Damai, Dasan 

Borok, Bintang Rinjani dan Gapuk) yang tergolong dalam satu kecamatan yaitu 

kecamatan Suralaga memiliki karakteristik berdasarkan jenis kelamin, usia dan 

pendidikan terakhir. 
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Jenis Kelamin 

Tabel 4.1  

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah Persen 

1. Laki-Laki 49 61,2 

2. Perempuan 31 38,8 

Total 80 100 

Sumber: Data Primer 

Dari Tabel 4.1 menunjukkan bahwa dari 80 orang responden yang berjenis 

kelamin laki-laki sebanyak 49 (61,2%) orang dan perempuan berjumlah 31 (38,8 

%) orang. 

 

Umur 

Tabel 4.2 

Karakteristik Responden Berdasarkan Umur 

No Umur Jumlah Persen 

1 20-29 14 17.5 

2 30-39 31 38,8 

3 40-40 31 38,8 

4 50-59 4 5,0 

Total 80 100 

Sumber: Data Primer 

Dari Tabel 4.2 menunjukkan bahwa dari 80 orang responden yang berumur 

20-29 sebanyak 14 (17,5%) orang, 30-39 sebanyak 31 (38,8%) orang, 40-49 

sebanyak 31 (31%) orang dan 50-59 sebanyak 4 (5,0%) orang. 

Pendidikan Terakhir 

Tabel 4.3 

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir 

No Pendidikan Jumlah Persen 

1 SD 4 5,0 

2 SMP 6 7,5 

3 SMA 40 50,0 

4 S1 28 35,0 

5 S2 2 2,5 

Total 80 100 

Sumber: Data Primer 

Pengujian Persyaratan Hipotesis 

Uji yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Uji Reliabilitas Instrumen 

yang terdiri dari variabel independen dan dependen atau variabel terikat dan 

variabel bebas. Untuk menguji penelitian ini menggunakan SPSS versi 16. Hasil 

dari penelitian ini didapatkan nilai Alpha atau rhitung dari variabel X sebesar (0,857) 

yang artinya lebih besar dari rtabel sebesar (0,217) yang dapat diinterpretasikan 

bahwa seluruh item kuesioner variabel X reliabel, serta didapatkan nilai Alpha atau 
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rhitung dari variabel Y sebesar (0,680) yang artinya lebih besar dari rtabel (0,217) yang 

dapat diinterpretasikan bahwa seluruh item kuesioner variabel Y reliabel. 

Uji Validitas Instrumen 

Untuk mengukur tingkat validitas instrumen, penelitian ini menggunakan 

rumus korelasi product moment pada SPSS versi 16. Dalam hal ini masing-masing 

item yang ada di variabel X dan Y akan di uji korelasinya dengan skor total variabel 

tersebut kemudian dibandingkan dengan nilai rhitung. Hasil Uji Validitas Instrument 

Variabel Independen (X) dan Variabel Dependen (Y) didapatkan nilai dari sampel 

(N) = 80 sebesar 0,217. Merujuk pada hasil dari semua instrument untuk variabel 

X (Kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman membayar pajak, 

sanksi pajak) yang terdiri dari 17 item pernyataan semuanya menghasilkan nilai 

rhitung > rtabel. Selain itu variabel Y (kepatuhan wajib pajak) yang terdiri dari 5 item 

pernyataan semuanya menghasilkan nilai rhitung > rtabel. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa semua instrument dalam penelitian ini dapat dikatakan valid. Untuk hasil uji 

normalitas menggunakan SPSS versi 16, diketahui nilai signifikansi 0,164 > 0,05, 

maka dapat disimpulkan nilai residual berdistribusi normal. Sedangkan dari hasil 

uji hipotesis didapatkan hasil bahwa Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap 

kepatuhan wajib pajak. Sedangkan Pemahaman dan pengetahuan perpajakan 

berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, Sanksi pajak berpengaruh 

terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Pembahasan Hasil Penelitian 

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam 

Membayar Pajak. 

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan bahwa kesadaran wajib pajak 

berpengaruh terhadap wajib pajak, hal tersebut dibuktikan dengan hasil pengujian 

statistik menggunakan pengujian ttest dengan hasil thitung = (3,716) > ttabel = (1,991). 

Hal ini membuktikan bahwa kesadaran merupakan unsur dalam diri manusia 

untuk memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap terhadap 

realitas.  Dengan kesadaran pajak yang tinggi, kepatuhan wajib pajak terhadap 

kewajiban pajaknya dapat meningkat. Hal tersebut sejalan dengan penelitian 

(Suardana, 2014) bahwa kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh terhadap 

kepatuhan Wajib Pajak. 

Pengaruh Pemahaman Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. 

Dari hasil analisa pada lampiran, didapakan hasil thitung > ttabel yang 

diinterpretasikan sebagai pengetahuan tentang perpajakan memiliki pengaruh 

terhadap kepatuhan wajib pajak, pemahaman menjadi salah satu faktor yang 

berpengaruh dalam kepatuhan wajib pajak.  

Pemahaman dapat diartikan sebagai proses, perbuatan, cara memahami atau 

memahamkan. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas 

cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham 

wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak 
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terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. 

Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ningtyas & 

Cahaya, 2012) yang berpendapat bahwa pemahaman perpajakan mempengaruhi 

kepatuhan Wajib Pajak pemilik UMKM. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan 

bahwa dengan meningkatnya pemahaman perpajakan Wajib Pajak maka kepatuhan 

Wajib Pajak akan meningkat juga. 

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar 

Pajak. 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga menyatakan bahwa pemahaman 

perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 

Hasil Uji t diperoleh nilai thitung sebesar 4,057 dan p-value sebesar 0,000. Ini 

menunjukkan bahwa sanksi merupakan variabel yang memengaruhi seseorang 

untuk mematuhi wajib pajak dalam membayar pajak. Hal tersebut sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan oleh (Rama, 2020) bahwa sanksi pajak berpengaruh 

terhadap kepatuhan dalam membayar pajak, hal tersebut dikarenakan sanksi 

merupakan hukuman negatif terhadap seseorang yang melanggar perarturan.  

 

D. SIMPULAN 

Berdasarkan dari data yang telah dikumpulkan terhadap permasalahan dengan 

menggunakan pendekatan kuantitatif dengan uji statistik uji t, maka dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: tingkat kesadaran wajib pajak berpengaruh secara 

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada sektor UMKM. Penelitian ini 

didukung oleh hasil penelitian (Prawagis et al., 2016) menunjukkan bahwa 

kesadaran membayar pajak, pengetahuan dan pemahaman atas mekanisme 

pembayaran pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan baik secara simultan 

maupun parsial. Pengetahuan dan pemahaman perpengaruh secara signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak pada sektor UMKM. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh (Tene et al., 2017). Sanksi pajak 

berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada sektor UMKM. 

Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh  (Hendra 

Hutabarat et al., 2018). Kepatuhan wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman, 

sanksi, berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada sektor 

UMKM. Hasil penelitian tersebut signifikan dengan penelitian yang dilakukan oleh 

(Rama, 2020) 
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